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Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXI1/2024 mengenai batas
usia minimum calon kepala daerah lahir dalam konteks polemik penafsiran
terhadap waktu pemenuhan syarat usia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Peraturan KPU Nomor 9
Tahun 2020 dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d memberikan penafsiran terhadap
penetuan batas usia minimum calon kepala daerah terhitung sejak penetapan
pasangan calon. Sedangkan Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung
Nomor Nomor 23 P/HUM/2024 menafsirkan bahwa penentuan batas usia minimum
calon kepala daerah terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Perbedaan
penafsiran antara putusan Mahkamah Agung dan regulasi teknis Komisi Pemilihan
Umum menimbulkan ketidakpastian hukum serta potensi instabilitas dalam tahapan
pencalonan Pilkada. Kondisi tersebut memunculkan kebutuhan akan penegasan
konstitusional guna menjamin kepastian norma dan konsistensi penerapan hukum
dalam sistem demokrasi lokal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif
dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual.

Berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, Putusan MK No.
70/PUU-XXI1/2024 memenuhi unsur kejelasan norma (clarity), konsistensi
(conmsistency), dan prediktabilitas (predictability). Mahkamah menegaskan bahwa
batas usia minimum harus dipenuhi pada saat penetapan pasangan calon oleh KPU,
sehingga menghilangkan multitafsir norma dan memberikan pedoman yang tegas
bagi penyelenggara maupun peserta Pilkada. Dalam kerangka nilai hukum
Radbruch, putusan ini menempatkan kepastian hukum sebagai fondasi penting
dalam menjamin keadilan dan kemanfaatan, khususnya dalam penyelenggaraan
pemilu yang demokratis dan berlandaskan prinsip negara hukum.

Dalam perspektif maghasid syari’ah, pengaturan batas usia minimum calon
kepala daerah sejalan dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan
mencegah kemudaratan. Ketentuan tersebut relevan dengan petlindungan terhadap
hifz al-agl melalui tuntutan kematangan intelektual, 4ifz al- nafs melalui kesiapan
fisik dan mental kepemimpinan, serta hifz al-maal melalui tanggung jawab dalam
pengelolaan kebijakan publik. Dengan“demikian, ‘Putusan MK ini tidak hanya
memiliki legitimasi konstitusional, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai
kemaslahatan dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Putusan MK 70/PUU-XXI11/2024, Batas Usia, Kepastian Hukum,
Gustav Radbruch, Maghasid Syari’ah.



Abstract

Constitutional Court Decision Number 70/PUU-XXI1/2024 concerning the
minimum age requirement for regional head candidates emerged amid
interpretative disputes regarding the timing of fulfilling the age requirement as
regulated in Law Number 10 of 2016 on Regional Head Elections. Divergent
interpretations between the Supreme Court’s ruling and the technical regulations of
the General Elections Commission created legal uncertainty and potential
instability in the nomination process of regional elections. This situation
necessitated a constitutional clarification to ensure normative certainty and
consistent legal application within the framework of local democratic governance.
This research employs a normative legal method using statutory, case, and
conceptual approaches.

From the perspective of Gustav Radbruch’s theory of legal certainty, the
Constitutional Court’s decision fulfills the essential elements of clarity, consistency,
and predictability of legal norms. The Court explicitly affirmed that the minimum
age requirement must be fulfilled at the time of candidate determination by the
General Elections Commission. This clarification eliminates normative ambiguity
and provides clear legal guidance for both election organizers and candidates.
Within Radbruch’s triadic values of law, the decision reinforces legal certainty as a
foundational element in realizing justice and utility, particularly in the
administration of democratic elections under the rule of law.

From the standpoint of maghasid shari’ah the regulation of the minimum
age requirement aligns with the objectives of Islami¢c law in promoting public
welfare (maslahah) and preventing harm. The requirement corresponds with the
protection of intellect (hifz al-‘aql) through intellectual maturity, the protection of
life (hifz al-nafs) through physical. and, psychological readiness for leadership
responsibilities; and the protection'of wealth' (hifz al-maal) through accountable
public ‘governance:. Accordingly, Decision No. 70/PUU-XXII/2024 not only
possesses constitutional legitimacy butalso reflects the broader ethical and welfare-
oriented principles embedded in Islamic legal thought.

Keywords: Constitutional Court Decision 70/PUU-XXI1/2024, Minimum Age
Requirement, Legal Certainty, Gustav Radbruch, Maghasid shari’ah.
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945)
menjadi sebuah peraturan perundang-undangan tertinggi dalam tata hukum yang
berlaku di Indonesia dan dijadikan sebagai pedoman atas sumber hukum dari
peraturan perundang-undangan dibawahnya, hal ini menjadikan bahwa tolak ukur
dari segala peraturan perundangn-undangan dibawahnya tidak boleh bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan diatasnya yaitu UUD 1945 yang merupakan
sumber hukum tertinggi.! Menurut Jimly Asshiddigie, negara hukum di Indonesia
berkembang dengan model democratic rechsstaat yang merupakan perpaduan
antara negara hukum dengan prinsip kedaulatan rakyat.” Model ini menempatkan
kedudukan konstitusi sebagai norma tertinggi yang menjadi dasar hukum dalam
pembentukan produk hukum dibawahnya. Maka, setiap tindakan pemerintah
ataupun pembentuk undang-undang harus tunduk dan selaras dengan konstitusi.
Terkait dengan, pemilihan‘kepala daerah (selanjutnya. disebut dengan Pilkada),
maka peraturan perundang-undangan ini juga berlaku dalam mengatur prosesi serta

tahapan aturan yang digunakan selama masa pemilihan umum.

Saalah satu ciri-ciri dari sebuah negara demokrasi adalah adanya pengisian

jabatan publik yang secara mekanismenya dilakukan melalui pemilihan umum.

' E Yusdiansyah, “Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan
Hukum Nasional”, (Jurnal hukum Pro Justicia: 2008), him. 295.

2 Jimly Asshiddigie, “Gagasan Negara Hukum Di Indonesia”, Jurnal Hukum IUS QUIA
IUSTUM, Vol. 14, No. 3 (2007), hlm. 3.



Seperti halnya yang telah terjadi di berbagai negara yang menganut sistem
demokrasi, pemilihan umum menjadi sebuah simbol dan juga sekaligus tolak ukur
dari demokrasi itu sendiri.® Indonesia sendiri dalam prinsip kenegaraannya juga
menganut sistem demokrasi yaitu kedaulatan berada ditangan rakyat dan

* Pemilu merupakan mekanisme

dilaksanakan menurut undang-undang dasar.
pemilihan yang dilakukan dalam skala nasional yang bertujuan untuk pemilihan
pemerintah pusat seperti Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD.

Sedangkan dalam mekanisme pemilihan kepala daerah dilakukan melalui sistem

pilkada yang pemilihannya berskala tingkat daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

Pilkada yang seharusnya menjadi salah satu langkah konkrit menuju
demokrasi seakan-akan berubah menjadi kontes perebutan kekuasaan semata. Pada
akhirnya menjadikan masyarakat sebagai korban dikarenakan dari penyelewengan
demokrasi sepertit itu yang melahitkan pemimpin yang tidak amanah, tidak
mumpuni dalam menjalankan pemerintahan daerah yang dipimpimnya hanya

karena keserakahan dalam kekuasaan.

Kepala daerah merupakan pemimpin,tingkat daerah-provinsi, kabupaten,
dan kota yang memiliki otonomi untuk mengurus dan mengatur urusan
pemerintahan yang didasari oleh prinsip desentralisasi, maka sesuai dengan amanah
Undang-undang Dasar bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing

sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota terpilih secara

3 Miriam Budiarjo, ”Dasar-dasar Ilmu Politik”, (Jakarta: Gramedia Tahun 2009) hlm. 461.

4”Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.



demokratis.” Maka dari takaran demokratis ini diartikan bahwasanya pemilihan
pimpinan tingkat nasional dan lokal harus dilakukan melalui tahap pemilihan

langsung.

Namun masalah utama dalam pencalonan kepala daerah bukan hanya dari
sekedar batas usia saja, melainkan juga pada kompetensi dari masing-masing calon.
Yang idealnya pada ketentuan teknis pencalonan kepala daerah wajib mensyaratkan
minimal pengalaman serta keahlian termasuk dalam faktor penting yang harus
dipertimbangan karena ini menjadi penilaian untuk masa depan kepemimpinannya.
Secara normatif juga jabatan kepala daerah diperoleh melalui jalur dan proses
politik, namun perlu diperhatikan kualitas calon yang akan diusung memiliki
keahlian dan pengalaman memimpin supaya pemerintahan daerah bisa berjalan

dengan lancar dan terhindar dari penyelewangan hukum yang telah ditentukan.®

Maka dasar hukum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah diatur dalam
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilithan Gubernur, Bupati, dan
Walikota™ menjadi Undang-undang (selanjutnya. disebut UU Pilkada) untuk
mengatur seluruh ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan
kepala daerah termasuk juga persyaratan yang harus dipenuhi untuk calon kepala

daerah yang mendaftarkan diri menjadi peserta pilkada. Dengan adanya UU Pilkada

5 ”Pasal 18 ayat (4) UUD 1945”.

¢ Dilihat dari https:/nasional.kompas.com/read/2024/06/04/06285561/pentingnya-syarat-
kompetensi-pencalonan-kepala-daerah?page=all#page2 (Diakses pada 05, Mei 2025: pukul 22:25

wib).



https://nasional.kompas.com/read/2024/06/04/06285561/pentingnya-syarat-kompetensi-pencalonan-kepala-daerah?page=all#page2
https://nasional.kompas.com/read/2024/06/04/06285561/pentingnya-syarat-kompetensi-pencalonan-kepala-daerah?page=all#page2

tersebut yang merupakan dasar hukum sebagaimana menjadi peraturan lanjutan atas
Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 berfungsi untuk pedoman dalam pelaksanaan dan
penyelenggaraan Pilkada serta untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan

aturan oleh pihak-pihak tertentu.

Dalam persoalan calon kepala daerah, faktor usia minimum menjadi salah
satu persyaratan yang penting dikarenakan sebagai tolak ukur dalam memilih calon
pemimpin. Pentingnya batasan usia menurut beberapa pakar dan ahli; Pertama,
menurut prof Jimly Asshiddigie (ahli hukum tata negara), menyatakan bahwa
pembatasan usia termasuk bagian dari constitutional requirement yang dimaksud
untuk memastikan kualitas tertentu yang dimiliki dalam diri calon
pemimpin.menurutnya pembatasan tersebut sah selama tidak melanggar prinsip
konstitusi terhadap persamaan dimata hukum.’” Kedua, Menurut Hans Kelsen,
bahwa demokrasi menuntut rakyat untuk berpartisipasi secara luas, namun negara
dapat menetapkan syarat tertentu (termasuk usia) demi menjamin kualitas

perwakilan.®

Ketiga, Menurut Miriam Budiarjo, lebih menekankan bahwa
kepemimpinan. *dalam | "politik “dibutuhkan' kombinasi antara energi muda dan
kebijaksanaan kematangan usia, maka pembatasan usia menjadi salah satu faktor

dalam menjaga keseimbangan tersebut.? ‘Keempat,"Saldi isra menurutnya adalah

untuk menekankan bahwa batas usia harus proporsional, terlalu tinggi bisa masuk

7 Jimly Asshiddiqie, ”Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi” (Jakarta: Konstitusi
Press, 2005), him. 50.

8 Hans Kelsen, “General Theory of Law and State” (New York: Russel&Russell, 1961),
hlm. 209.
® Miriam Budiardjo, ”Dasar-Dasar Ilmu Politik”, (Jakarta: Gramedia, 2008) hlm. 47-48.



kearah diskriminatif kepada genarasi muda, sementara terlalu rendah dapat
merugikan kualitas dari demokrasi dikarenakan belum memiliki kematangan secara

pengalaman dan politik.'°

Pengaturan batas usia minimum merupakan bagian dari ketentuan
persyaratan bagi calon kepala daerah yang bertujuan untuk menjamin bahwa calon
pemimpin daerah memiliki tingkat kedewasaan, kapasitas dan kematangan tertentu
dalam menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik. Pembatasan usia dalam
kerangka negara hukum dan demokrasi bukan sebagai bentuk diskriminasi, tetapi
sebagai instrumen hukum dalam upaya menjaga kualitas kepemimpinan publik
sekaligus memastikan terselenggarannya pemerintahan daerah yang bertanggung

jawab dan efektif.

Secara yuridis, ketentuan mengenai batas usia minimum calon kepala
daerah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Nomor 10 Tahun 2016 yang
mempertegaskan bahwa calon Gubernur dan Wakil Gubernur harus berusia paling
rendah 30 tahun sedangkan calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan
Wakil Walikota berusia 25 ;tahun..Dari ketentuan, tetsebut-yang menjadi dasar
hukum dalam™ penentuan kelayakan administratif' calon képala daerah. Dalam
perspektif hukum tata negara pembatasan usia merupakan salah satu bentuk

pembatasan hak politik yang diperbolehkan sepanjang pembatasan tersebut tidak

10 Saldi Isra, ”Perlindungan Konstitusional Hak Asasi Manusia di Indonesia” (Jakarta:
Rajawali Pers, 2016) hlm. 80-82.



bertentangan dengan hak kostitusional warga negara yang sebagaimana dijamin

dalam UUD 1945

Selama proses pilkada serentak 2024 sedang berlangsung, aturan teknis
perihal ketentuan batas usia minimum juga diatur lebih lanjut oleh pihak
penyelenggara yaitu KPU melalui Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun
2020 yang secara yuridis menetapkan bahwa penetapan usia minimum bagi calon
kepala daerah terhitung dan harus terpenuhi sejak ditetapkannya pasangan calon
oleh KPU sebagai peserta kontestan Pilkada. Namun dipertengahan prosesi tahapan
pilkada berlangsung norma aturan tersebut mengalami pergeseran tafsir yang
disebabkan oleh judicial review Mahkamah Agung melalui putusan MA Nomor 23
P/HUM/2024 yang melakukan pengujian aturan teknis yaitu norma Pasal 4 ayat (1)
huruf d PKPU Noemor 9 Tahun 2020 terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Nomor

10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Melalui Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 Hakim MA mengabulkan
permohonan para pemohon yang merupakan seorang politisi dari partai Garuda.
Permohonan tersebut,dinyatakan oleh-pemohon karena keberatan. dengan adanya
penetapan batas usia minimum yang harus terpenuhi pada saat penetapan pasangan
calon dan norma tersebut dinyatakan bertentangan dengan UU Pilkada. Dengan
ditetapkannya pemenuhan batas usia minimum calon kepala daerah pada saat
penetapan pasangan calon oleh KPU menjadi bentuk diskriminasi terhadap

kalangan calon kandidat muda yang hak dipilihnya terhalang oleh aturan teknis

' Titi Anggraini, ” Pembatasan Hak Politik Dalam Regulasi Pemilihan Kepala Daerah”,
Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No. 3, (2020), hlm. 34.



tersebut. Melalui permohonannya, Para pemohon memohon kepada Mahkamah
Agung dalam judicial review untuk menafsirkan Norma Pasal 7 ayat (2) huruf e
ditafsirkan bahwa batas usia minimum calon kepala daerah terhitung sejak

pelantikan pasangan calon terpilih.

Dengan pengabulan permohonan dalam Putusan MA Nomor 23
P/HUM/2024 menjadikan penafsiran PKPU Nomor 9 Tahun 2020 terhadap UU
Nomor 10 Tahun 2016 terkait aturan persyaratan usia minimum calon kepala daerah
berubah yang sebelumnya “terhitung sejak penetapan pasangan calon” menjadi
“terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih”. Hal ini menyebabkan polemik
publik dan menjadi perdebatan yang serius karena memicu ketidakpastian hukum
terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf'e yang mengalami perubahan tafsir dan aturan taknis
disaat proses tahapan pilkada sedang berlangsung serta menyebabkan proses

pilkada yang berlangsung tidak demokratis.

Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of constitution memiliki peran
yang sangat penting dalam hal menguji konstitusionalitas syarat usia minimum bagi
calon kepala daerah. Putusan terkiniy, Putusan Nomor 70/PUU-XXI1/2024 yang
menjadi Sorotan mengenai terhitungnya batas usia.minimum calon kepala daerah.
Dalam perkara ini, pemohon menilai bahwa aturan batas usia minimum pada
undang-undang Pilkada terkesan menjadi pembatas hak politik warga negara untuk
dipilih. Hal yang menjadi pertanyaan utama yaitu apakah ketentuan usia 25 untuk
calon Bupati dan calon Walikota serta 30 tahun untuk calon Gubernur sesuai dengan

prinsip nondiskriminatif dan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. maka



putusan ini sangat penting dan akan menjadi rujukan yang digunakan dalam

penyelenggaraan pilkada serentak mendatang.

Mengenai syarat bagi calon kepala daerah Pilkada tahun 2024 sudah
ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi pada sidang pembacaan putusan dan
dipimpin langsung oleh Ketua MK hakim Suhartoyo pada selasa 20 agustus 2024.
Dimulai dari ambang batas pencalonan kepala daerah, MK memutus putusan
Nomor 60/PUU-XXI1/2024, pada pilkada tahun 2024 syarat calon kepala daerah
diatur dalam undang-undang No.10 Tahun 2016 yang kemudian syarat tersebut
diperbarui MK melalui putusan MK tersebut. Hingga persoalan terkait batas usia
juga terkait perhitungan usia calon kepala dan wakil kepala daerah pada putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXI1/2024 mengatur bahwa calon kepala
dan wakil kepala daerah diharuskan memenuhi usia yang telah ditentukan sebagai

syarat pencalonan sebelum ditetapkan oleh KPU sebagai peserta Pilkada.!?

Selain itu juga, MK menegaskan bahwa seluruh tahapan pilkada mulai dari
tahap pendaftaran, penelitian persyaratan calon, serta penetapan pasangan calon
kepala daerah disatukan menjadi satu kelindan. Maka seluruh-syarat tersebut harus
dipenuhi oleh para pasangan calon kepala daerah'sebelum bisa masuk ke tahap

penetapan pasangan calon.

Peraturan KPU secara resmi diterbitkan KPU guna mengakomodasikan

putusan-putusan MK terkait dua putusan tersebut, pertama mengenai ambang batas

12 Lahmuddin Zuhri, “Persyaratan Calon Kepala Daerah Dalam Pilkada 2024, Terkait
Konflik Norma dan Nilai Dalam Putusan MA dan Putusan MK”, Jurnal APHTN-HAN vol.02, (2024)
hlm, 577.



pencalonan pada putusan MK Nomor 60/PUU-XXI1/2024, dan yang kedua terkait
batas penghitungan usia bagi calon kepala dan wakil kepala daerah pada putusan
MK Nomor 70/PUU-XXI1/2024 maka PKPU mengakomodasi pertimbangan pada
putusan tersebut di pasal 15 maka calon gubernur atau wakil gubernur harus dan
telah berusia minimal 30 tahun serta calon Bupati/Walikota dan wakil bupati/wakil

walikota telah berumur 25 tahun pada saat penetapan pasangan calon oleh KPU.!?

Dalam permasalahan terkait pergeseran norma pada UU Pilkada yang
terjadi akibat tidak ada penjelasan secara lebih lanjut mengenai terpenuhinya batas
usia minimum yang akhirnya memicu ketidakpastian hukum dan multitafsir.
Melalui teori kepastian hukum dengan cara menganalisis segi pertimbangan hakim,
pendekatan yang digunakan oleh MK dalam menimbang permohonan dan
menyelesaikan permasalahan dari ketidakpastian hukum dalam Pasal 7 ayat (2)
huruf e UU Nomor 10 Tahun 2016 dengan menggunakan nilai-nilai dasar yang
dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam ajaran prioritas baku terhadap kepastian
hukum yaitu, asas kepastian, asas keadilan, dan asas kemanfaatan sebagai kajian
teoritis untuk mengetahui sejauh 'mana putusan MK Nomor 70/PUU-XXI1/2024
memenuhi aspek nilai kepastian hukum dan menyelesaikan sengketa pergeseran

norma yang terjadi.

Teori Maghasid Syariah merupakan sebuah metode yang digunakan untuk
mengetahui maksud dan tujuan pembentukan serta penetapan hukum dalam syari’at

islam. Dalam Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang mengatur terkait

13 Ibid, hlm, 578.
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penetapan batas usia minimum calon kepala daerah, teori maghasid syari’ah dapat
dijadikan sebagai metode untuk menilai sejauh mana putusan tersebut memenuhi
tujuan dalam menjaga kemaslahatan umat dan mencegah kerugian (mafsadah).
Menggunakan maghasid klasik perspektif Imam As-Syatibi dan magqghasid
kontemporer perspektif Jasser Auda untuk menganalisis nilai-nilai seperti hifz al-
aql, hifz al-maal, hifz al-idrji, dan hifz al-karomah terhadap tujuan dari fungsi
penetapan batas usia minimum calon kepala daerah yang harus terpenuhi pada saat
penetapan pasangan calon oleh KPU seperti yang ditegaskan oleh MK melalui

putusan MK Nomor 70/PUU-XX11/2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan

rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis Putusan MK Nomor70/PUU-XXI1/2024 tentang
batas usia minumum calon kepala daerah?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan MK Nomor 70/PUU-

XX11/2024 dalam teoti maghasid syari’ah?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini yaitu:
1. Untuk mengetahui bagaimana hakim MK dalam memutus dan
menimbang putusan MK Nomor 70/PUU-XXI1/2024 mengenai batas

usia minimum calon kepala daerah dari segi demokrasi, kepastian

hukum, dan hak konstitusional warga negara.
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2. Untuk mengetahui bagaimana faktor usia menjadi penentu dalam

persyaratan sebagai pemimpin dalam pandangan dan teori Maghasid

Syari’ah.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan agar pembaca dapat mengetahui dan memberekan

manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini.

Kegunaan dari penelitian akan diuraikan sebagai berikut:

1.

Secara teoritis, penulis khususnya dan juga pembaca diharapkan
memperoleh pengetahuan baru dari tulisan ini, terutama untuk
mahasiswa dan akademisi. Selain itu diharapkan dari tulisan ini dapat
menambah dan melengkapi jumlah literatur ilmuah dengan memberikan
perspektif hukum tata negara terkait batas usia minimum calon kepala
daerah berdasarkan putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan
konsep batasan umur untuk pemimpin berdasarkan sudut pandang
MaghasidSyari’ah.

Dari penelitia ini diharapkan dapat. memberikan manfaat bagi diri
sendiri dan juga orang lain untuk melengkapi syarat-syarat yang
diperlukan untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat kelulusan tingkat
sarjana atau strata satu bagi mahasiswa program studi hukum tata negara

fakultas syari’ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
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E. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran mengenai batas usia minimal calon kepala
daerah yang berstudy kasus pada putusan MK No.70/PUU-XX11/2024 dan ditinjau
juga dari perspektif islam yaitu maqosid syari’ah ditemukan beberapa literatr yang
terlebih dahulu sudah meneliti terkait hal tersebut, namun dari setiap penelitian
memiliki perbedaan. Maka untuk menghindari plagiarism ataupun penyalahgunaan
karya tulis, maka penulis akan memaparkan terkait telaah pustaka sebagai

komplikasi dari tulisan ini dengan tulisan sebelumnya.

Literatur pertama, merupakan karya tulis thesis yang disusun oleh Diki
Ramadhan Alfarisi dari fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Judicial Review Syarat Umur
Pencalonan Sebagai Kepala Daerah Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23
P/HUM/2024”. dalam penelitian ini membahas terkait batas usia calon kepala
daerah yang di uji oleh Mahkamah A gung dan juga kontruksi hukum dalam putusan
MA 23 P/HUM/2024 bagi syarat umur pencalonan kepala daerah serta
menggunakan prinsip styasah tasyri’iyyah dalam penentu pencalonan kepala daerah
pasca putusan-MA 23 P/HUM/2024. Perbedaan-dari penelitianini yang ditulis oleh
penulis terletak pada-objekpenelitiannya, pada penelitian ini menggunakan putusan

MK Nomor 70/PUU-XXI1/2024 terkait batas usia minimum calon kepala daerah'®.

14 Diki Ramadhan A, “Judicial Review Syarat Umur Pencalonan Sebagai Kepala Daerah
Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024”, Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta:
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2024).
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Literatur kedua, merupakan karya tulis ilmiah berupa artikel jurnal yang
disusun oleh Agung Bayu Aji, Hedwig Adianto Mau, dan Mardi Candra dari
fakultas hukum universitas Jayabaya yang berjudul ” Konstitusionalitas Perubahan
Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Dalam Negara Hukum dan
Demokrasi”. Dalam penelitian ini membahas terkait perubahan usia calon presiden
dan wakil presiden melalui permohonan uji materil dalam perkara Nomor 90/PUU-
XX1/2023 yaitu syarat batas usia presiden dan wakil presiden yang terdapat pada
pasal 169 huruf q undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Yang
membedakan dari penelitian ini adalah terletak pada focus objek yang dikaji yang
diteliti adalah batas usia untuk calon presiden dan wakil presiden, sedangkan yang
diteliti oleh penulis disini adalah batas usia minimum untuk calon gubernur, bupati,
dan walikota. Sedangkan persamaan dari penelitian ini terletak pada kajian
pemaknaan isi pasal yang mengatur persyaratan batas usia calon peserta konstestasi

pemilu dan pilkada'®.

Literatur Ketiga, merupakan karya tulis ilmiah berupa skripsi yang disusun
oleh Amar Muhtadin 'dari fakultas'Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul ” Tinjauan Siyasah. Dusturiyah Terhadap
Syarat Usia Pencalonan Kepala'Daerah Sebagai Pejabat Publik”. Dalam penelitian
ini membahas tentang tujuan pembentuk undang-undang menetapkan syarat batas
usia bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dan berdasarkan pada

tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pengaturan syarat usia bagi pencalonan

15 Agung Baya Adji,dkk, “Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden dan Calon
Wakil Presiden Dalam Negara Demokrasi”, SENTRI: Jurnal Riset lImiah Vol.3 (2024).
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kepala daerah untuk mengisi jabatan publik. Yang membedakan dari penulisan
penelitian ini adalah pada letak pembahasan inti yaitu fokus dari penelitian ini
adalah mengkaji persyaratan batas usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII1/2024 serta
tinjaun yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan pandangan dari konsep
Maghasid Syari’ah untuk pisau analisis yang akan digunakan dalam riset

kepenulisan ini.!'®

Literatur Keempat, merupakan karya tulis berupa artikel jurnal yang disusun
oleh Lahmuddi Zuhri, Hanuring Ayu, dan Ardani Atta dari Universitas Samawa
Sumbawa, Universitas Islam Batik Surakarta, dan KPU Sumbawa yang berjudul
”Persyarat Calom Kepala Daerah Dalam Pilkada 2024, Tarik Menarik Putusan
Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi”. Dalam kepenulisan ini
membahas dinamika pengaturan persyaratan batas usia calon kepala daerah
terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang tarik menarik
antara putusan mahkamah agung dengan putusan mahkamah konstitusi. perbedaan
dari penelitianini 'dengan: penclitian penulis adalah terletak pada penjelasan
dinamika perubahan peraturan terhadap putusan mahkamah agung dan mahkamah

kostitusi.

Literatur Kelima, merupakan karya tulis berupa jurnal yang disusun oleh

Meuthiara Azzahra, Lusy Liany, dan Amir Mahmud dari fakultas Hukum

16 Amar Muhtadin, ”Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Syarat Usia Pencalonan Kepala
Daerah Sebagai Pejabat Publik”, Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, (2024).
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Universitas YARSI Indonesia yang berjudul "Disparitas Putusan Mahkamah Agung
dan Mahkamah Konstitusi Terkait Syarat Minimal Usia Calon Kepala Daerah
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 70/PUU-XXI11/2024). Dalam kepenulisan ini membahas inti dari
perbedaan antara putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 dan Putusan MK Nomor
70/PUU-XXI11/2024 yang sama-sama mengatur persyaratan batas usia minimum
calon kepala daerah yang menjadi konflik utama. perbedaan antara dua kewenangan
antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi yang menjadi konflik yang
muncul akibat pemisahan wewenang yang diberikan dan dilihat dengan berbagai

perspektif secara filosofis, teoritik, dan prakmatis. '’

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Dalam istilah negara hukum, kepastian merupakan sebuah ciri khas yang
tidak bisa dipisahkan dari hukum, terutama pada norma hukum tertulis. Kepastian
itu sendiri termasuk sebagai salah satu dari tujuan hukum, hukum tanpa adanya nilai
kepastian maka’akan kehilangan makna yang ményebabkan hukum tersebut tidak
bisa digunakan lagi sebagai pedoman perilaku untuk setiap orang. Jika dilihat
secara historis, persoalan tentang kepastian hukum sudah merupakan hal yang telah

muncul sejak adanya gagasan pemisahan kekuasaan oleh montesquieu.

17 Meuthiara Azzahra,”Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

Terkait Syarat Minimal Usia Calon Kepala Daerah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23
P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXI1/2024)”, ADIL: Jurnal
Hukum Vol. 16 No.1, (2024).
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Dalam ajaran prioritas baku yang di kemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa

kepastian hukum harus memenuhi aspek nilai dasar yaitu:

a) Nilai Kepastian
b) Nilai Keadilan

¢) Nilai Kemanfaatan

Dari pendapat Gustav Redbruch diatas dinyatakan berdasarkan
pandangannya bahwa kepastian hukum merupakan kepastian dari hukum itu
sendiri. Kepastina hukum merupakan produk dari hukum terlebih khusus dari
peundang-undangan. Menurutnya, Hukum positif yang berfungsi mengatur
kepentingan manusia dalam Masyarakat harus tetap ditaati walaupun hukum positif

tersebut kurang adil'®.

2. Teori Maghasid Syari’ah

Maghasid syari’ah merupakan maksud dan tujuan yang melatarbelakangi
ketentuan hukum islam atau secara Bahasa sederhananya maghasid syari’ah yaitu
tujuan dan maksud'disyariatkan hukum. Maghasid Klasik yang dikemukakan oleh
Imam As-Syatibi membagi tingkatan kemaslahatan dalam bentuk hierarki seperti
pada maqhasid tingkat dharuriyyat, hajivat, dan tahsiniyyat. Tingkatan dharuriyyat
merupakan kebutuhan yang wajib terpenuhi oleh manusia atau halnya dalam
penetapan hukum islam dengan mendasarkan pada pemenuhan terhadap lima nilai-

nilai pokok (ad-dharuriyyat al-khams) seperti hifz din, hifz maal, hifz nasl, hifz aql,

18 M. Bintang Firdaus, “Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam
Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia”, Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan
Publik, Vol. 3 No. 1, (2025), hlm. 360.
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hifz nafs. Tingkat hajiyyat merupakan kebutuhan sekunder yaitu terdapat keringanan
rugshah jika salah satu tidak terwujud. Tingkat tahsiniyyat sebagai tingkatan yang
jika tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi dari salah satu lima nilai pokok

dan sebagai tingkat pelengkap dari kedua tingkatan sebelumnya. '’

Dalam istilah maghasid kontemporer yang dikemukakan oleh Jasser Auda
yaitu dengan pendekatan sistem terhadap teori-teori hukum islam yang digunakan
untuk menjawab pertanyaan mendasar dalam ushul figh dan menjawab peran
maghasid syari’ah dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Perspektif tersebut
juga berasal dari teori maghasid klasik yang kemudian dikembangkan olehnya
supaya lebih holistik dan multidimensional. Seperti halnya dalam menilai suatu
hukum atau kebijakan yang mengatur kepemimpinan dalam islam dengan menjaga

kehormatan (hifz al- irdh) dan menjaga martabat manusia (%ifz al-karamah).*

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal penting dalam kepenulisan karena
berguna untuk membanti dalam teknis pengumpulan data agar data yang dihasilkan
dapat akurat serta relevan dengan tema yang dibahas dalamkepenulisan ini. Selain
itu juga dapat untuk meningkatkan validitaas hasil_penelitian. Maka dalam

kepenulisan ini metode yang akan diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

19 Ahmad Jalili, “Teori Maghasid Syariah Dalam Hukum Islam”, Teraju: Jurnal Syariah
dan Hukum, Vol. 3, No. 02, (2021), hlm. 75-76

20 Syahrul Sidiq, "Magqasid Syari’ah dan Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran
Jasser Auda”, IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vo. 7, No.2, (2017), hlm. 149.
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Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Atau
metode yuridis kepustakaan. Jenis penelitian ini berfokus pada penerapan
prinsip dan standar hukum positif.?! Dari penelitian hukum normative ini
dapat dilakukan untuk menghasilkan argumen, teori, atau konsep yang
sesuai guna menyelesaikan permasalahan hukum dan ketetapan hukum.
Dengan menggunakan metode ini akan bertujuan untuk menganalisis
terhadap persoalan persyaratan batas usia calon kepala daerah pada putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang batas usia
minimum calon kepala daerah.
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini  bersifat deskriptif-analitis, karena penulisan ini
mendeskripsikan objek dari penelitian yang mana batas usia minimal calon
kepala daerah yang dijadikan petitum di mahkamah konstitusi ini sebagai
objek kajian dari penelitian ini. Lalu setelah itu akan dilakukan analisis
problematika terhadap objek penelitian yang berupa putusan mahkamah
konstitustynomer 70/PUU-XXI1/2024 yang menjadiisi petitumnya adalah
mengenai batas usia minimum calon kepala daerah yang telah tercamtum
pada pasal 7 ayat' (1) hutuf (e) uu pilkada nomor 10 tahun 2016 menjadi
objek kajian di MK terkait kapan kah waktu terhitungnya batas usai
minimum tersebut dan apakah dari ketentuan yang sudah ada batas usia

tersebut merugikan hak konstitusional bagi kalangan anak muda dalam hak

2! Johnny Ibrahim, ”Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif”, (Malang: Bayu
Media Publishing Tahun 2006) hlm, 57.
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dipilih dan ikut serta di kontestasi pilkada serentak yang diadakan tahun

2024.

3. Sumber Data

a. Bahan hukum primer yaitu sumber hukum yang mengikat dan

menjadi dasar bahan hukum sekunder serta memiliki kekuatan

hukum langsung seperti; Peraturan Perundang-Undangan, ketetapan

MPR, Keputusan Presiden, perjanjian internasional, putusan hakim

dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini akan menggunkan bahan

hukum primer berupa:

1.

2.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
penetapan peraturan pemerintah penggati Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupat, dan
Walikota.

Peraturan ; Komisi -Pemilihan, Umum: -Nomor 9 Tahun 2020
Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomeot 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXI1/2024

Tentang Batas Usia Minimum Calon Kepala Daerah.
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b. Bahan Hukum Sekunder sebagai penunjang dari bahan hukum
primer, bahan hukum ini berasal dari jurnal, skripsi terdahulu, dan
pendapat para ahli dan pakar yang berkaitan dengan tema penelitian
ini.

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang berfungsi sebagai
pelengkap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini dari
kamus dab sejenisnya yang masih relevan dan berhubungan dengan
tema penelitian.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini Adalah dengan
menggunakan pendekatan konseptual (Conseptual Approach), melalui
pendekatan ini yang beranjak dari pendapat pakar, pandangan dan doktrin-
doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga tercipta suatu konsep
hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.?” Dalam metode ini juga dapat
membantu peneliti untuk membuat argument hukum dengan memecahkan isu
hukum dari’ objek ‘penelitian terkait isu hukum mahkamah konstitusi dalam
mengkaji_Undang-Undang pilkada 'yang mensyaratkan batas usia minimum

calon kepala daerah dengan'menggunakan metode dari teori magqasid syari’ah.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (Case Approach)

dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang saling berkaitan

22 Sri Mamuji, ”Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)”, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2001), hlm, 16.
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terhadap isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang
sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Pada penelitian ini menggunakan
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXI1/2024 sebagai kasus yang
akan diteliti dan diriset berdasarkan isu persyaratan batas usia minimum calon

kepala daerah.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan Perundang-Undangan
(Statute Approach). Dengan pendekatan ini digunakan untuk meneliti peraturan
perundang-undangan yang pada penormaannya terdapat masih ada kekurangan
ataupun justru memudahkan adanya penyimpangan baik dari segi teknis
ataupun segi pelaksanaannya dilapangan®. Dengan cara melakukan telaah
semua peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan dengan
permasalahan isu hukum yang sedang dihadapi. Dengan pendekatan ini
melakukan dengan mempelajari kesesuaian atau kesetaraan antara Undang-
Undang Dasar dengan Undang-Undang atau antara Undang-Undang satu

dengan Undang-Undang yang lainnya.
5. Teknik Pengumpulan.Data

Penelitian+ini .menggunakan ymetode pengumpulan data melalui studi
kepustakaan. Mengumpulkan sumber dari bahan hukum sekunder seperti buku
dan karya ilmiah berupa jurnal dan skripsi yang berhubungan dengan isu
putusan Mahkamah Konstitusi tentang persyaratan batas usia minimum calon

kepala daerah. Setelah itu menganalisis dengan putusan Mahkamah Konstitusi

2 Dilihat dari https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-
dalam-penelitian-hukum/# ftnl6 (diakses pada 27 September 2024 pukul 22.30).



https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#_ftn16
https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#_ftn16
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Nomor 70/PUU-XXI1/2024 dan dikorelasikan dengan metode Magoshid

Syari’ah.

6. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul akan dianalisis menggunakan teori yang
telah dicantumkan pada kerangka teoritik. Pada tahap pertama adalah
melakukan mengumpuljkan peraturan perundang-undangan yang relevan dan
sesuai dengan isu yang diambil. Selain itu juga menganalisi dari dokterin dan
ahli pakar hukum yang berhubungan dengan objek penelitian. Tahapan kedua
yaitu mempelajari dan mengkaji lalu mengklasifikasi data untuk membuat
kesimpulan agar data yang diambil bisa sederhana mudah ditemukan dan
mudah dipahami. Dan yang terakhir adalah konklusi yang didapat setelah

menganalisis data, sehingga dari tahap ini dapat tercipta hukum in concreto.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada proposal skripsi yang berjudul ”” Analisis
Yuridis Putusan -Mahkamah Konstitusi :\Nomor ;70/PUU-XXI1/2024 Tentang

Batas Usia Minimum Calon Kepala Daerah”.

Bab'" Pertama, yaitu pendahuluan, yang berisikan Latar Belakang,
Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka,

Kerangka Teoritik, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, yaitu akan diisi dengan landasan teori yang akan

menjabarkan teori-teori yang relevan dan memiliki fungsi sebagai pisau analisis
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dalam melakukan penelitian ini, dan teori yang akan dimasukan dalam teori

kepastian hukum dan teori Maghasid Syari’ah.

Bab Ketiga, yaitu akan membahas poin-poin yang berkaitan dengan
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX11/2024 yang terdiri dari; a).
Sekilas gambaran umum pada regulasi aturan dan ketetapan batas usia calon
kepala daerah yang bermula dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang
sebelumnya juga mengatur syarat dan ketetapan calon kepala daerah yang
akhirnya direvisi dan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. PKPU Nomor 9 Tahun 2020
tentang pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Putusan MA Nomor 23
P/HUM/2024, dan terakhir Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024. b).
Gambaran umum Putusan MK Nomor 70/PUU-XXI11/2024 tentang batas usia

minimum calon kepala daerah.

Bab Keempat, akan membahas dan menyampaikan hasil analisis yang
berbentuk argumentasi terhadap batasan usia minimum dalam persyaratan
untuk-calon kepala daerah sesuai dengan teori kepastian hukum, dan teori
Maghasid Syari’ah sebagai pisau analisis. Pada bagian akhir bab akan

memberikan solusi yang bisa meningkatkan kredibilitas hukum di Indonesia.

Bab Kelima, akan diisi penutup, isinya akan menyimpulkan hasil dari
pembahasan pada penelitian ini dan memberikan saran yang bermanfaat untuk

kemajuan bagi bidang hukum yang menjadi titk fokus penelitian.
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Kesimpulan

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai ”Analisis Yuridis

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXI1/2024 Tentang Batas Usia

Minimum Calon Kepala daerah”, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai

berikut:

I.

Ditinjau dari teori kepastian hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 70/PUU-XX11/2024 memberikan penegasan hukum terhadap
pemaknaan norma Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 terkait syarat batas usia minimum calon kepala daerah.
Mahkamah menegaskan pemenuhan syarat usia minimum harus
terpenuhi pada saat penetapan pasangan calon oleh KPU. Penegasan ini
bertujuan untuk menghindari multitafsir dalam pemaknaan norma serta
mengakhiri polemik hukum yang sebelumnya muncul akibat dari
dualisme atau perbedaan penafsiran.antata praktik regulasi teknis oleh
KPU melalui PKPU Nomor' 9 Tahun 2020 dan Putusan Mahkamah
Agung Nomor?23 P/HUM/2024. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
70/PUU-XXI1/2024 telah memenuhi prinsip kepastian hukum
sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Melalui
Putusan ini memberikan kejelasan norma, konsistensi penerapan
hukum, dan prediktabilitas bagi penyelenggaraan Pilkada. Dengan
ditegaskannya waktu pemenuhan syarat usia yang telah ditentukan oleh

hasil pertimbangan Mahkamah Konstitusi, hukum terkait pengaturan

76
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penetapan batas usiaa minimum calon kepala daerah tidak lagi bersifat
ambigu dan dapat diterapkan secara seragam. Hal ini mengurangi
potensi konflik norma dan sengketa hukum dalam tahapan pencalonan
kepala daerah.

. Ditinjau dari teori maghasid syari’ah, pengaturan batas usia minimum
calon kepala daerah sudah sejalan dengan tujuan syariat dalam
mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Penetapan
batas usia minimum mencerminkan pada nilai 4ifz al- aql dan hifz al-
maal yang merupakan bagian dari konsep magqghasid klasik yang
dikemukakan oleh Imam As-Syatibi. Kemudian ditambah dengan
perspektif dari maghasid kontemporer yang dikemukakan oleh Jasser
Auda yang berkonsep pada pendekatan sistem yang lebih
multidimesional dengan mengembangkan nilai-nilai maqghasid klasik
dengan menambahkan hifz al-irdh dan hifz al-karamah yang relevan
dalam sistem hukum modern khususnya menilai bahwa dengan adanya
penetapan; batas usia minimum; diyakini; untuk-mempersiapkan calon
pemimpin daerah yang tentunya sudah memenuhi kualifikasi terhadap
kualitas;pengalaman,” intelektual, emosional, serta kesiapan fisik dan
mental dalam mengemban amanah dan tanggung jawab terhadap
kepemimpinannya dihadapan publik serta juga bertanggung jawab
dalam pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan publik. Pada waktu
bersamaan, pengaturan tersebut juga tetap memberikan ruang bagi
regenerasi kepemimpinan sehingga tidak menutup partisipasi generasi

muda dalam kontestasi demokrasi.
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Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, penulis

memberikan saran sebagai berikut:

1.

KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan Pilkada, hendaknya secara
konsisten menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai rujukan
utama dalam penyusunan dan perubahan peraturan KPU khususnya
yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan kepala daerah. Perihal
tersebut bermaksud untuk menjaga kepastian hukum, legitimasi tahapan
Pilkada, dan kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan
Pilkada berlangsung secara adil dan demokratis.

Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung disarankan supaya
kedepannya terdapat koordinasi konstitusional yang lebih harmonis
dalam pengujian norma hukum khususnya yang berhubungan dengan
peraturan Pemilu dan Pilkada. Keharmonisasi penafsiran antara kedua
lembaga peradilan tersebut merupakan tindakan penting untuk
menghindari disparitas atau ketegangan putusan yang timbul potensi
ketidakpastian hukum dalam praktik ketatanegaraan.

Akademisi dan_penelitit hukum disarankan untuk terus mengkaji
dinamika pengaturan persyaratan pencalonan jabatan publik termasuk
pada batas usia minimum dengan menggunakan pendekatan
interdisipliner. Kajian lanjutan yang mengintegritaskan perspektif
hukum tata negara, hak asasi manusia, dan maqhasid syari’ah

diharapkan dapat menambah diskursus akademik serta memberi
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kontribusi bagi pembaharuan hukum pemilu yang lebih responsif
terhadap perkembangan sosial dan politik.

. Kepada masyarakat dan peserta Pilkada disarankan untuk meningkatkan
kesadaran hukum dan pemahaman terhadap regulasi pencalonan kepala
daerah. Karena pemahaman yang baik pada aturan hukum akan
mendorong partisipasi politik yang lebih sehat, rasional, dan

bertanggung jawab dalam memperkuat demokrasi.
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